
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT SAMBAS, 

Menimbang bahowa ntuk memenu.hi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Noror 6 Thu 2016 entang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Darah Kabu paten Sambas Tun 
Anggara 2016, perlu menetapkan Peraturan Bu pati 
Sambas tentang Penjabaran Peru bah.an Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Sambas Tahun 
Anggaran 2016; 

Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perbentukan Daera.h Tiegkat ll di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Noor 9, Tabahan Lembarn Negara Re publik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 27, enbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820; 

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 entang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nemor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebageiman.a 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahu 1994 
Noor 62, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 35694; 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan8 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2004 
Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 43554; 

tentang 
Republik 

Lem baran 

7.Undang-Undang Noror 15 Tahun 2004 tentang 
Pereriksaa Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 4400 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antars Penerintah Pusat dan 
Pernerintah Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Norr 4438\; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daera.h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049] 

I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thun 2014 Namor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 



Nomor 9 Ahun 2015 tentang Peru bahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dara.h (Lembaran Negara Republike 
Indonesia hun 2015 Noor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 

12 Peraturan Pemerintah Noor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan ppinan dan 
Ang@ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416% sebagamana telah beberapa kahi diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tabun 2007 
Nomor 47, ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4721; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2005 
Noror 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4502 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 ahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan emerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Thun 2012 Nornor 17I, Tamnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340 

4,peraturan Pemerintah Noor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbargan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia iomor 4575] 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 4576 
sebagaana tela.h diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5% Tahu 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Noror 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 fhun 2005 entang 
Hibah kepada Daerah (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Darrah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 140, fAenbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 

18. Peraturan Pererintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusutan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
iomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 

19.Peraturan Pemerintah Noor 79 1hun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 

20. Peraturan Pemerintah Nornor g ahun 2006 tentang 
Pela poran Keuangan dan Kinerja Instasi Pererintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia iomor 6I44; 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pererintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Dara.h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor S9, Tmnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norot 5219; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272 

24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 153 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dua kati diubah dan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20I 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 



Pengelolaan Keuangaen Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nom6r 310 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeni Noror 64 Tahu 2013 
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintaha 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Normor 1425, 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoma Penyusunan Anggara Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 

28. Peraturan Daerah Kabu paten Sambas Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokokc-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daera.h (Lembaran Daera.h Kabupaten Sambas Thun 
2008 Nomor 4 

29. peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahu 
2015 tentang Ang&aran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah abupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 18), 

30. Perafuran Bupati Sambas Noor 54 Tun 2015 tentang 
Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 [Bernita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 54) 
se bagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 
54 Tahun 2016 tentang penjabaran Ang&aran 
Pendapatan dan Belaja Daerah Kabu paten Sambas 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 16), 

Memperhatikan I, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
905/501/SJ tentang Petunjuke Telenis Penganggaran 
Dana Alokasi Khusus Non Fisk Pad.a Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Norr.SE- 
10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan 
Dana Alokasi Khu$u$ (DA4K} Fisik Secara Mandiri 
Tahun Anggaran 2016; 



3. Surat Edaran Menteri Keuangan Noor.SE- 
19/MK.07/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana 
Alokasi Khusus Fisk Tahun 2016 Berdasarkan Usulan 
Pengurangan/ Pemotongan Secara Mandiri Oleh 
Daerah, 

4 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan Nomor; $-579/PK/2016 
tentang Penyampaian Informasi kepad.a Daera.h 
tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan 
Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tau 
Anggaran 2016; 

5. Keputusan Gubermur Kalimantan Barat Nonor 
88/8PAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana 
antuan euangan Kepada emerintah 
Kabupaten/Kota, Kecarnatan, Kelurahan dan Desa di 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Angara 2016, 

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 
156/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana 
Bagi lasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada 
Kabu paten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016; 

7 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 
157/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih 
Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak 
Provinsi Kalimantan Barat Kepada abu paten/ota 
Sekalimantan Barat ahun Anggaran 2015 

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 
219/DISPENDA /2016 tentang Penetapan Bagi Hasil 
Penerima.an Sumbangan pihak Ketiga Tahun Ang8aran 
2015 kepada Kabu paten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat; 

MEMU'TUSKAN- 

Menetapkan PERATURAN BUPATT SAMBAS TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 



Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Dara.h Tahun Anggran 2016 adalah dengan rincian sebaga 
benikeut 

' Pend.a pa tan 

• Semula Rp 1.583.663.654.608,49 
b Berkurang Rp 6.598.244.796,94 (4 

Jurlah Pendapatan setela.h Rp 1.577.065.409.811,55 
Perubahaon 

2 Belacnja 

• Semula Rp .628.399.538.064,54 
b Bertamba h Ro 36.562.798.850,60 (+) 

Jumlah Belanja setelah Peru bahan Rp 1.664.962.336.915,14 

3. Pembiaya.an 
a enenia.an 

I) Semula Rp 97.235.883.456,05 
2) Bertam bah P 35.161043647,54 (+ 
Jumlah Peneriraan setela h 
Peruba han Rp 132.396.927 103,59 

b engrluaran 
I) Semula Rp 52.500.000.000,00 
2 Berkeurang Rp 8.000.000.000,00 (- 
Jumla.h Pengeluaran sete la.h Rp 44.500.000.000,00 
Perubaha 

Jumlah Pernbiayaah neto setelah Perube ban Rp 87.896.927 103,59 
Sisa Le bi.h Pembiavaan Angara.n Ta.hun Berkencaan (SILAN Rp 0,00 

Penjabaran Perubahan App gebagairman.a dimaksud dalam Pasal I dirinci 
lebih lanjut pada Larpiran Peraturan Bu pati ini. 

Lampiran se bagamana dirak.sud Peal 2 merupeak.an began yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bu pati ini dengan penempatannya dalam Bernita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 8 November 2016 

BUPATT SAMBAS, 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 8 November 2016 

Sekretaris Daerah Kabu paten Samba« 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 26 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hu} dan Perundan Undangan, 

MARIANS 
mbina (IV/aj 

NIP.196401 12 200003 1 003 


